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Abstract

An examination of the case is conducted to reveal evidence and information that the
defendant is considered to have committed a criminal offense that caused the victim to loss,
and that the victim is the party who was harmed by the defendant. Case examination
through communication activities in the case examination agenda session as examination
communication. This article aims to find a model of examination communication in the
agenda of proving a case in court. The concept in this research is Examination
Communication and Communication Ethnography. The research method used is
descriptive qualitative research. Researchers interviewed 15 informants, observed 3
criminal cases, and documented the research. The results of this study indicate that the
audit communication activities at the Court take place in the courtroom. The case evidence
agenda forms three models of examination communication based on communication
participants, namely (1) the law enforcement communication model with the defendant,
namely the communication activities of judges, prosecutors, and legal advisers with the
defendant (2) law enforcer communication model with victims, namely communication
activities of judges , legal advisers, public prosecutors with victims (3) the model of
communication between law enforcers and witnesses, namely the communication activities
of judges, legal advisers, prosecutors with defendants. In practice, communication
activities for the examination of defendants, victims and witnesses can be carried out
simultaneously, which is called the cross examination communication model. The cross-
examination communication model is carried out to verify and confirm evidence, the
information provided by the accused, witnesses and victims simultaneously.

Keywords: communication examination, communication model examination, cross-
examination communication, the agenda of the case investigation, the trial communication

Abstrak

Pemeriksaan perkara dilakukan untuk mengungkap bukti dan informasi bahwa terdakwa
dianggap melakukan tindak pidana yang merugikan korban, dan bahwa korban adalah
pihak yang dirugikan oleh terdakwa. Pemeriksaan perkara melalui kegiatan komunikasi
dalam sidang agenda pemeriksaan perkara sebagai komunikasi pemeriksaan. Artikel ini
bertujuan untuk menemukan model komunikasi pemeriksaan dalam agenda pembuktian
perkara di Pengadilan. Konsep dalam penelitian ini adalah Komunikasi Pemeriksaan dan
Etnografi Komunikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif
kualitatif. Peneliti mewawancarai 15 informan, mengamati 3 kasus pidana, dan
mendokumentasikan penelitian tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan
komunikasi pemeriksaan di pengadilan berlangsung di ruang sidang persidangan. Agenda
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pembuktian perkara membentuk tiga model komunikasi pemeriksaan berdasarkan peserta
komunikasi, yaitu (1) model komunikasi penegak hukum dengan terdakwa, yaitu kegiatan
komunikasi para hakim, jaksa, dan penasihat hukum dengan terdakwa (2) model
komunikasi penegak hukum dengan korban, yakni kegiatan komunikasi hakim, penasihat
hukum, penuntut umum dengan korban (3) model komunikasi antara penegak hukum dan
saksi yakni kegiatan komunikasi hakim, penasihat hukum, jaksa, dengan terdakwa. Dalam
praktiknya, kegiatan komunikasi pemeriksaan terdakwa, korban, dan saksi dapat dilakukan
secara bersamaan, yang disebut model komunikasi pemeriksaan silang. Model komunikasi
pemeriksaan silang dilakukan untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi bukti, informasi
yang diberikan oleh terdakwa, saksi dan korban secara bersamaan.

Kata Kunci: agenda pemeriksaan perkara, komunikasi pemeriksaan, komunikasi
pemeriksaan silang, komunikasi persidangan, model komunikasi pemeriksaan

Pendahuluan

Salah satu tahapan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia ialah
melalui sidang atau lazim disebut persidangan. Persidangan merupakan pertemuan
untuk membicarakan sesuatu (Kebudayaan, 2020). Persidangan membahas
berbagai perkara, dalam konteks hukum pidana, perkara yang dibahas adalah
persoalan tindak kejahatan yang diduga telah dilakukan oleh tersangka (Samosir,
2013).

Persidangan menjadi bagian dari upaya penegakan hukum bagi terdakwa
dan korban melalui pembuktian perkara. Pembuktian dimaksud guna menemukan
kebenaran materiil tentang tersangka suatu tindak pidana, serta kerugian yang
dialami korban. Persidangan menjadi inti dari pembuktian perkara dengan
melibatkan terdakwa, korban, saksi dengan tujuan pembuktian kebenaran dan
keadilan oleh penegak hukum (Fuady, 2020; Hiariej, 2012)

Penegak hukum berupaya memastikan dan membuktikan bahwa suatu
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah orang yang
melakukan kejahatan tertentu setelah kasus terdakwa diperiksa di Pengadilan.
Dalam perspektif hukum persidangan dibagi menjadi beberapa agenda persidangan,
salah satu agenda umumnya dikenal sebagai agenda pembuktian perkara. Agenda
ini adalah agenda memeriksa korban, terdakwa, saksi, dan bukti lain sebagai dasar
bagi hakim untuk mendapatkan keyakinan dalam menghukum seorang terdakwa.
Dari perspektif komunikasi, persidangan adalah konteks komunikasi untuk
mencapai keadilan, Kathryn Meagan Cowles (2011) menyebutnya courtroom
communication atau communication in the courtroom (Chen, 2015; Cowles &
Cowles, 2011). Courtroom communication (Komunikasi di ruang sidang) adalah
konteks komunikasi dalam persidangan, yang terdiri dari aktor komunikasi yang
memiliki peran dan tujuan, kepentingan, dan situasi dalam setiap proses
persidangan.

Sebagai bagian dari agenda persidangan dalam proses persidangan, sidang
agenda pembuktian perkara dalam kegiatan dan proses komunikasi melibatkan
penegak hukum, saksi dan terdakwa korban. Komunikasi yang terjadi pada
persidangan agenda pembuktian ini oleh Matoesian (2017), Grazyna Anna
Bednarek (2014) Joanne Morrison, Rachel Forrester-Jones, Jill Bradshaw, Glynis
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Murphy (2019) disebut komunikasi pemeriksaan (communication examination)
(Bednarek, 2014; Matoesian, 2017; Morrison et al., 2019). Selain communication
examination, konteks komunikasi pemeriksaan perkara dalam persidangan juga
dikenal dengan istilah lain yakni komunikasi investigasi (investigations
communication). (Field., 2018; Matoesian, 2017; Roberts, 2011).

Komunikasi pemeriksaan adalah bentuk komunikasi yang merupakan kunci
keberhasilan pemeriksaan perkara. Studi O’Neill M., Milne B. (2014) dengan
judul Success Within Criminal Investigations: Is Communication Still a Key
Component? Mengungkapkan bahwa komunikasi menjadi kunci dalam
keberhasilan pemeriksaan perkara. Keterampilan komunikasi diperlukan, yang
melibatkan berbagai komponen, cara mengajukan pertanyaan dan jawaban, cara
menilai berdasarkan pengamatan, bagaimana memberikan evaluasi terhadap bukti
tertentu (O’Neill M., Milne B, 2014). Communication examination ataupun
communication investigations memiliki kriteria, (1) terjadi dalam agenda
persidangan, (2) berlangsung dalam agenda pembuktian perkara, (3) melibatkan
penegak hukum, terdakwa, korban, dan saksi, (4) bertujuan untuk pembuktian,
dilakukan dengan memeriksa bukti, keterangan terdakwa, saksi dan ahli, (5) Hasil
dari pemeriksaan dilakukan guna pertimbangan hakim dan penegak hukum
menjatuhkan hukuman pada terdakwa (Bednarek, 2014; Field., 2018; Gehl &
Plecas, 2016; Matoesian, 2017; Roberts, 2011).

Fenomena komunikasi pemeriksaan berdasar uraian di atas, tergambar
dalam persidangan di pengadilan Indonesia, dan di agenda pembuktian perkara di
pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengamatan yang dilakukan peneliti dalam kasus
pidana pencurian yang dilakukan terdakwa H, sidang agenda pembuktian perkara
menghadirkan terdakwa H, sebagai orang yang diduga bersalah, menghadirkan
saksi-saksi diantaranya saksi dari K dan J pihak penasihat hukum dan saksi S dan
H dari pihak penuntut umum. Sidang terjadi beberapa kali, persidangan dilakukan
dengan pemisahan agenda pemeriksaan H, S dan J. Menurut informan, setelah
pemeriksaan masing-masing tersebut terjadi pemeriksaan secara bersama. Ketika
pemeriksaan perkara ditunda, maka akan berimplikasi pada lamanya persidangan,
sementara apabila terdakwa tidak kooperatif maka akan berimplikasi pada putusan
yang akan diberikan berdasar tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum. Artinya
pemeriksaan perkara menjadi bagian penting dalam menentukan besaran hukuman
yang akan diterima.

Indonesia sendiri sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law
menjadikan pembuktian perkara di Pengadilan sebagai wujud penegakan hukum,
yang mencerminkan berbagai proses dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam
sistem hukum yang sama. Yusti Probowati R (2006) mengungkapkan bahwa
pengambilan keputusan dalam sebuah kelompok persidangan ditentukan dari
bagaimana kelompok tersebut saling berkomunikasi. Komunikasi masing-masing
pihak menjadi faktor pendukung dalam tercapainya keadilan terdakwa, sebaliknya
akan menjadi hambatan pada satu-sama lainnya. (R, 2016)

Dalam konteks komunikasi pengadilan, baik komunikasi dalam
persidangan maupun komunikasi pemeriksaan terdapat beberapa hal faktor yang
merupakan bagian dari komponen komunikasi dalam konteks komunikasi.
Komponen komunikasi menyangkut penegak hukum, terdakwa, saksi dan
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keterampilan komunikasi yang dimiliki, tujuan komunikasi dilakukan, serta pesan-
pesan yang disampaikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Hadirnya pihak-
pihak yang terlibat dalam komunikasi pemeriksaan, perbedaan peran kepentingan,
waktu dan keterampilan komunikasi yang dimiliki menjadi aspek komunikasi yang
tergambar dalam agenda pemeriksaan perkara. Aspek-aspek tersebut, bila
meminjam pemetaan Dell Hymes mengenai komponen komunikasi dalam sebuah
peristiwa komunikasi terdiri dari Setting and Scene, Partisipant, Ends, Act, Key,
Intrumentalities, Norm, dan Genre disebut teori etnografi komunikasi. Teori
Etnografi Komunikasi berpandangan bahwa Pemolaan (patterning) umumnya
terjadi pada semua tingkat komunikasi: masyarakat, kelompok, dan individu.
(Gabbert et al., 2015; Haryono, 2015; Littlejohn & Foss, 2009).

Dalam praktiknya, hingga persidangan keputusan terdapat tiga pihak
penegak hukum yakni pihak hakim, penasihat hukum, penuntut umum. Dan pihak
yang diperiksa yakni korban, terdakwa atau saksi dalam hal ini menjadi bagian dari
pihak yang dapat meringankan ataupun memberatkan hukuman yang dapat diterima
terdakwa, dimana penegak hukum dan terdakwa, korban dan saksi masuk dalam
kategori partisipan komunikasi. Keterhubungan pihak dan komponen komunikasi,
menjadi satu aktivitas budaya yang membentuk model komunikasi. Menurut West
and Turner (2011) model komunikasi ialah sistem yang terdiri dari berbagai
berbagai komponen komunikasi dan proses komunikasi, selain dari pelaku
komunikasi/partisipan komunikasi model komunikasi juga dapat dikategori
berdasar model pesan (Hadiprashada et al., 2019; Kristofer & Susanto, 2019).

Melihat persidangan dalam sudut pandang komunikasi telah dilakukan
Marcela Farcasiu (2013) persidangan di Pengadilan Romania dari sudut lingustik
yang menyatakan bahwa pengaturan ruang dan penggunaan bahasa penting dalam
persidangan (FARCASIU, 2013). Sementara Gavin Oxburgh (2016) melalui
komunikasi dalam konteks hukum menguraikan bahwa komunikasi pemeriksaan
dalam persidangan, menghadirkan dan memeriksa saksi sebagai upaya mencari
kebenaran melalui komunikasi (Matoesian, 2017). Kedua riset itu melihat
persidangan sebagai bentuk fenomena komunikasi dari sudut pandang persidangan
sebagai konteks, yang sejalan dengan penelitian ini.

Komunikasi pemeriksaan pada sidang agenda pembuktian pada pengadilan
sebagai lembaga penegak hukum menjadi bagian dari upaya penegakan hukum
yang memunculkan beragam bentuk komunikasi diantaranya pemeriksaan dan
persidangan (Roberts, 2011), komunikasi interview saksi (Brewer et al., 2018),
komunikasi pemeriksaan oleh jaksa, (Field., 2018), komunikasi hakim dengan
penasihat hukum (Aceron, 2015). Penelitian-penelitian tersebut menjelaskan
kedudukan penegak hukum dan aktivitas komunikasi yang dilakukan penting,
sebab masing-masing pihak membawa kepentingan dan tujuan, yang berpengaruh
pada hasil atau keputusan persidangan. Artinya bila komunikasi pemeriksaan tidak
dilakukan dengan optimal, maka keputusan hukuman yang akan dihasilkan bisa
saja tidak optimal, yang disebabkan kurang tergalinya informasi tentang perkara
itu.

Pentingnya komunikasi pemeriksaan dilakukan, karena hasil dari
komunikasinya akan memengaruhi putusan, persepsi anggota, dan cara menerima
dan memperoleh informasi diruang sidang. (Cowles & Cowles, 2011) dan banyak
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faktor yang mendukung diantaranya kemampuan komunikasi penegak hukum dan
model komunikasi yang diterapkan. Chen (2015) dalam risetnya mengungkapkan
bahwa dalam persidangan penegak hukum mengkomunikasikan semua fakta dari
sebuah kasus bersamaan dengan argument dan bukti, melalui kemampuan
komunikasi verbal maupun nonverbal yang dimiliki yang mendukung keberhasilan
komunikasi (Chen, 2015). Greacen Associates (2008) menegaskan kemampuan
komunikasi dalam memperoleh informasi, mengajukan pertanyaan, meringkas dan
memperhatikan proses persidangan, serta pemahaman akan substansi hukum
(Network, 2008). Maka dari itu, Komunikasi, kemampuan komunikasi, dan model
komunikasi yang diterapkan dalam pemeriksaan perkara penting diterapkan
termasuk dalam persidangan pengadilan Indonesia.

Komunikasi pemeriksaan berlangsung dengan teknik interview ataupun
interogasi (Archer, 2011; Gabbert et al., 2015; Morrison et al., 2019; Setyo, 2013).
Interview ataupun interogasi terjadi pada pemeriksaan terdakwa, korban, dan saksi
(Brewer et al., 2018; Groome & Eysenck, 2016). Interview ataupun interogasi
dalam persidangan dapat dilakukan penegak hukum dalam waktu yang bersamaan
ataupun terpisah, misalnya antara pemeriksaan saksi dan pemeriksaan terdakwa
diagenda dan waktu yang berbeda, termasuk saksi yang dihadirkan masing-masing
pihak, sehingga akan dilakukan pemeriksaan silang (Archer, 2011; Gabbert et al.,
2015). Secara umum model komunikasi dalam persidangan dilihat dari sudut
pandang pelaku, peran dan tujuan merujuk pada dua model komunikasi yaitu
model komunikasi penegak hukum dalam persidangan dan model komunikasi antar
penegak hukum dalam persidangan (Widodo, 2019), selain itu berbentuk pola
komunikasi antara penasihat hukum dengan terdakwa (Widodo et al., 2018), dan
pola interupsi dalam persidangan (Widodo et al., 2019). Namun model komunikasi
yang dilihat dari salah satu proses persidangan yang menjadi inti dari pemeriksaan
menjadi focus pembeda kebaruan, sehingga penelitian menjadi penting dilakukan,
selain menemukan model dalam konteks persidangan pidana juga melengkapi
berbagai model komunikasi yang sudah ada, dengan harapan menguraikan
persidangan dari sudut pandang keilmuan komunikasi melalui komunikasi
pemeriksaan dan komponen komunikasi, sehingga dapat berguna bagi penegak
hukum, dan bidang hukum dalam memahami proses dan model komunikasi
pemeriksaan dalam persidangan dalam upaya membentuk komunikasi yang efektif.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.
Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam sidang agenda
pemeriksaan perkara, sementara objek dalam penelitian ini adalah aktivitas
komunikasi pemeriksaan yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam
persidangan yang terdiri dari penegak hukum (hakim, penuntut umum, penasihat
hukum), saksi dan terdakwa. Pemilihan sidang agenda pemeriksaan perkara
dilakukan karena pembuktian perkara merupakan bagian inti dalam menggali
informasi dari pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan perkara.
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Data penelitian diperoleh dengan melakukan Teknik pengumpulan data
sebagaimana diungkapkan Mulyana (2013) yakni wawancara, observasi partisipasi,
dan studi dokumentasi (Mulyana, 2017). Wawancara dilakukan pada 15 informan
penelitian, observasi dilakukan pada 3 persidangan perkara pidana di ruang sidang
pengadilan yakni persidangan terdakwa SK, terdakwa JS, dan SN. Sementara
Teknik keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Teknik triangulasi
sumber. Pemilihan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai lokasi penelitian,
disebabkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan terbesar dan salah
satu dari lima peradilan percontohan dari aspek fisik, jumlah perkara dan layanan
peradilan berdasarkan pemantauan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
Republik Indonesia tahun 2020.

Data yang telah diperoleh melalui pengumpulan data, kemudian penulis
olah melalui teknik analisis data, yakni reduksi data, deskripsi data, verifikasi dan
kesimpulan penelitian (Creswell, 2010). Penulis melakukan pemilihan data yang
didasarkan pada kategori (reduksi data). Data yang direduksi berupa data hasil
wawancara dan data hasil observasi yang telah ditanskrip kemudian dipetakan
berdasarkan kategori tema penelitian, data hasil reduksi tersebut penulis
deskripsikan di deskripsikan serta digambarkan dalam bentuk narasi, tabel,
maupun pola yang telah diverifikasi dalam hasil penelitian. Hasil penelitian yang
dimaksud kemudian dianalisis dengan membandingkan konsep serta teori yang
relevan lalu disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan hasil penelitian berupa model
dan pola yang dapat diterapkan dalam mendukung komunikasi yang efektif.

Hasil Penemuan dan Diskusi

Komunikasi dalam konteks persidangan yang disebut sebagai
communication in courtroom (Cowles & Cowles, 2011; Farley et al., 2014)
merupakan proses komunikasi yang melibatkan berbagai komponen komunikasi
dalam persidangan. Aronson mengungkapan komponen komunikasi dimaksud
setidaknya terdiri dari pelaku komunikasi, peran, pesan dan tujuan (Aronsson et al.,
1987). Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, komunikasi dalam persidangan
melibatkan penegak hukum, terdakwa, korban, dan saksi yang saling
berkomunikasi dalam konteks persidangan. Komunikasi yang dilakukan sebagai
upaya penyelesaian perkara pidana melalui persidangan. Beberapa tahapan
persidangan mulai dari tahap awal -tahap awal sidang agenda dakwaan- sampai
pada tahap akhir persidangan -tahap akhir sidang agenda putusan-. Dalam praktik
persidangan pidana dilakukan dengan tipe acara pemeriksaan singkat menurut pasal
205 dalam KUHP ialah kejahatan atau pelanggaran yang menurut penuntut umum
pembuktian atau penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana dan acaman
hukuman yang akan dijatuhkan tidak berat. Sebaliknya disebut pemeriksaan biasa.

Di Pengadilan, setiap tahap persidangan pidana memiliki agenda, mulai dari
agenda sidang pertama (sidang dakwaan), sidang pembuktian (agenda sidang
pemeriksaan perkara), hingga sidang tuntutan dan sidang putusan. Dalam perkara
terdakwa SK dengan kasus pidana biasa misalnya berlangsung 12 kali persidangan
mulai dari agenda dakwaan, agenda pemeriksaan, agenda tuntutan dan agenda
putusan. Agenda pemeriksaan berlangsung sebanyak 6 kali dengan memeriksa
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terdakwa, memeriksa korban, memeriksa saksi-saksi. Selain persidangan terdakwa
SK juga terdapat persidangan lain yang memiliki tahapan yang sama dengan 4 kali
persidangan dengan agenda pemeriksaan perkara terdakwa SN.

Dari sejumlah agenda persidangan yang dilakukan, salah satu yang menjadi
inti dari persidangan adalah agenda pembuktian. Sebagaimana pandangan Samosir
(2013) bahwa pemeriksaan perkara merupakan inti dari persidangan. Agenda
pemeriksaan perkara menurut Informan T menjadi agenda pokok untuk
membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak kejahatan yang dituduhkan atau
tidak, sejauh mana ia melakukan tindak kejahatan, hingga mengetahui sejauh mana
keterlibatan terdakwa dalam tindak kejahatan yang dilakukan. Informan Y juga
menguraikan bahwa dalam agenda pemeriksaan perkara terdapat 3 sudut
pandangan yang diperoleh dari pemeriksaan yang dipetakan dari sumber informasi,
misalnya dari sudut pandang korban sebagai orang yang dirugikan, dari sudut
pandang terdakwa sebagai orang yang diduga melakukan kejahatan, hingga dari
sudut pandang saksi sebagai orang yang dianggap terlibat juga mengetahui tindak
pidana yang dilakukan terdakwa. Informasi ini diperoleh melalui proses
komunikasi yang terjadi dalam setiap tahap persidangan. Pentingnya komunikasi
dilakukan sebagaimana diungkapkan oleh Cowles (2011) bahwa komunikasi yang
dilakukan berdampak pada putusan, persepsi pihak yang terlibat. Pun di
Pengadilan, komunikasi dilakukan sebagai upaya penegakan hukum, melalui
komunikasi akan diketahui apa tindak kejahatan benar-benar ada, apakah benar-
benar dilakukan terdakwa, dan korban serta saksi menyaksikan tindakan yang
dilakukan, serta alasan-alasan terdakwa melakukan tindak kejahatan, yang
ditemukan dalam agenda pemeriksaan.

Komunikasi dalam sidang agenda pembuktian perkara yang oleh Matoesian
(2017), Grazyna Anna Bednarek (2014) Joanne Morrison, Rachel Forrester-Jones,
Jill Bradshaw, Glynis Murphy (2019) disebut komunikasi pemeriksaan
(communication examination) (Bednarek, 2014; Matoesian, 2017; Morrison et al.,
2019) melibatkan penegak hukum, terdakwa, korban, saksi, hingga pengunjung
yang berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, komunikasi pemeriksaan tergambar dari proses komunikasi dalam
sidang agenda pembuktian perkara, dimana dalam agenda tersebut terjadi
komunikasi pemeriksaan terdakwa, komunikasi pemeriksaan korban, komunikasi
pemeriksaan saksi oleh penegak hukum.

Sebagai sebuah konteks komunikasi dalam pembuktian perkara,
komunikasi yang terjadi dalam agenda pemeriksaan perkara yang dilakukan
penegak hukum dengan terdakwa, korban maupun saksi melalui interview dalam
persidangan merupakan wujud dari komunikasi pemeriksaan (Bednarek, 2014;
Field., 2018; Gehl & Plecas, 2016; Matoesian, 2017; Roberts, 2011). Komunikasi
yang dilakukan dalam agenda persidangan dilakukan secara bersama sama oleh
penegak hukum. Komunikasi pemeriksaan berlangsung melibatkan penegak
hukum, terdakwa, korban, hingga saksi sebagai pihak yang memiliki tujuan yang
sama, yakni pemeriksaan perkara secara terus menerus akan melahirkan sebuah
pola komunikasi. Meski memiliki tujuan sebagai kelompok yang sama, namun
masing-masing pihak memiliki peran dan kepentingan yang berbeda.

http://dx.doi.org/10.24912/jk.v12i2.8477 163


http://dx.doi.org/10.24912/jk.v12i2.8477

Jurnal Komunikasi ISSN 2085-1979, EISSN 2528 2727
Vol. 12, No. 2, Desember 2020, Hal 157 — 175

Tujuan Pemeriksaan perkara bagi terdakwa dan korban sebagai upaya
mencari kebenaran dan memperoleh keadilan. Sementara bagi penuntut umum,
pembuktian dilakukan sebagai upaya meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah
sesuai dengan dakwaan, sementara bagi terdakwa dan penasihat hukum,
pembuktian sebagai upaya sebaliknya, meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti,
agar terdakwa dibebaskan dari tuntutan atau meringankan hukuman pidana. Bagi
hakim, pembuktian merupakan dasar untuk membuat keputusan, yang disampaikan
pada akhir persidangan (Hiariej, 2012). Berdasarkan hasil observasi dan keterangan
yang disampaikan informan bahwa setidaknya dalam agenda pembuktian dilakukan
dengan menggali semua informasi yang diperoleh dari alat bukti yang akan
dihadirkan dari masing-masing pihak. Bukti diperoleh dengan dukungan
komunikasi yang dilakukan.

Komunikasi yang terjadi dalam agenda pembuktian perkara setidaknya
dapat diklasifikasikan menjadi komunikasi penegak hukum dalam memeriksa
korban, komunikasi penegak hukum dalam memeriksa saksi, serta komunikasi
terdakwa dalam memeriksa terdakwa. Upaya komunikasi yang dilakukan ini
merupakan bagian dari komunikasi pemeriksaan. Sebagaimana yang terjadi dalam
sidang terdakwa JS penegak hukum memeriksa korban dalam persidangan selama
30 menit dilanjutkan dengan memeriksa saksi dan korban pada hari yang sama
namun agenda yang berbeda.

Komunikasi pemeriksaan terjadi melalui interview dan interogasi.
Gambaran tersebut terjadi dalam proses tanya jawab antara partisipan dalam
persidangan. Ketika observasi penulis pada saat persidangan di ruang sidang. Tanya
jawab dilakukan guna mengkonfirmasi unsur perkara, mendapatkan informasi atau
baru, keterangan penguat yang dibutuhkan masing-masing pihak. Informan K
selaku penasihat hukum memberikan contoh bahwa ketika ia menangani klien yang
didakwa melakukan pembunuhan dengan senjata tajam pisau, ketika penuntut
umum menunjukkan pisau sebagai barang bukti, ketika ditanyakan apakah
terdakwa melakukan dengan pisau yang dimaksud namun ternyata bukan, hanya
saja penuntut umum menemukan pisau tersebut terkena tetesan darah korban yang
diselamatkan. Bentuk tanya jawab dalam pemeriksaan terdakwa dilakukan untuk
menggali informasi, menemukan informasi baru, mengkonfirmasi.

Keberlangsungan komunikasi pemeriksaan dalam persidangan yang
dilakukan secara terus menerus membentuk suatu model komunikasi. Model ini
terbentuk didasarkan pada kebiasaan yang di lakukan dalam persidangan yang
terkandung berbagai komponen komunikasi (Haryono, 2015; Kuswarno, 2011),
dalam konteks komunikasi pemeriksaan berbagai komponen komunikasi yang
terkandung diantaranya terdapat pelaku komunikasi, pesan komunikasi dan tujuan
komunikasi. Berikut model komunikasi pemeriksaan perkara dalam persidangan
yang ditemukan dalam sidang agenda pemeriksaan perkara di pengadilan:

Model Komunikasi Pemeriksaan dalam Persidangan

Ketika agenda sidang pemeriksaan dimulai, hakim ketua membuka
persidangan dengan membacakan agenda persidangan sesuai dengan ketentuan
tahapan persidangan. Sesuai agenda dibacakan maka tahapan komunikasi
pemeriksaan korban, pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan saksi dimulai. Sidang
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Agenda pemeriksaan perkara di ruang sidang pengadilan Negeri Jakarta Pusat
melibatkan penegak hukum, saksi, terdakwa dan korban sebagai satu kesatuan
dalam konteks komunikasi. Aktivitas komunikasi yang dilakukan dalam sidang
agenda pemeriksaan disebut sebagai komunikasi pemeriksaan (communication
examination) dapat dipetakan menjadi beberapa pola atau model komunikasi.
Pemetraan model atau pola ini didasarkan pada kriteria communication
examination.

Secara umum persidangan dan sidang agenda pembuktian perkara
menunjukkan bahwa komunikasi pemeriksaan terjadi dalam persidangan di
Pengadilan, berdasarkan kriteria Communication examination (Bednarek, 2014,
Field., 2018; Gehl & Plecas, 2016; Matoesian, 2017; Roberts, 2011) sebagai
berikut: Komunikasi pemeriksaan terjadi di ruang persidangan, didasarkan pada
kategori pelaku komunikasi, kepentingan, serta sumber informasi. Berdasar
kategori pelaku, komunikasi terjadi antara penegak hukum dengan korban dalam
agenda pemeriksaan korban, komunikasi penegak hukum dengan saksi dalam
agenda pemeriksaan saksi, serta penegak hukum dengan terdakwa, dalam agenda
pemeriksaan terdakwa. Sementara berdasarkan kepentingan, komunikasi
pemeriksaan dalam ruang persidangan dilakukan dengan beragam tujuan, misalnya
hakim berupaya menemukan bukti dengan memeriksa perkara, penasihat hukum
berupaya membuktikan terdakwa dengan menghadirkan bukti dan saksi yang
mendukung, sementara penuntut umum memiliki upaya sebaliknya berupaya
membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak kejahatan.
Berdasar sumber informasi dari sudut pandang korban sebagai orang yang
dirugikan, dari sudut pandang terdakwa sebagai orang yang diduga melakukan
kejahatan, hingga dari sudut pandang saksi sebagai orang yang dianggap terlibat
juga mengetahui tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Komunikasi pemeriksaan yang dilakukan menjadi penting, sebab hasil dari
pertukaran komunikasi yang dilakukan yang disebut ‘“hasil pemeriksaan” di
gunakan sebagai rujukan pertimbangan hakim dan penegak hukum menjatuhkan
hukuman pada terdakwa. Ketika terdakwa dalam persidangan tidak mengakui
kesalahan yang dilakukan dengan terdakwa lain yang mengakui kesalahan yang
dilakukan, memiliki hukuman yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa hasil
pemeriksaan menjadi rujukan dalam pertimbangan hukuman yang diberikan.

Komunikasi pemeriksaan berlangsung dalam agenda pembuktian perkara,
sebagaimana agenda pembuktian perkara dalam sidang terdakwa JS, SN dan
terdakwa SK berlangsung dengan berbagai dukungan aspek komunikasi, baik
secara individu maupun secara kelompok dengan alur atau pola yang biasa
dilakukan, pola tersebut apabila diuraikan dalam wujud model komunikasi
pemeriksaan sebagai berikut:

a. Model komunikasi antara penegak hukum dengan terdakwa.

Model komunikasi penegak hukum dengan terdakwa terjadi dalam sidang
agenda pemeriksaan terdakwa. Komunikasi ini terjadi dalam bentuk interview atau
interogasi yang dimulai dari tanya jawab hakim dengan terdakwa, kemudian secara
bergiliran penasihat hukum dan penuntut umum melakukan upaya tanya jawab
kepada dengan terdakwa. Berikut bentuk komunikasi yang terjadi.
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Panitera

Majelis Hakim

Penasihat
Hukum <—

> I i __________________ >

Terdakwa

Terdakwa-----Saksi------ Petugas------ Pengunjung
Gambar 1: Model Komunikasi Penegak Hukum dengan Terdakwa
Sumber: Hasil Penelitian, 2020

b. Model komunikasi antara penegak hukum dengan korban.

Korban adalah salah satu partisipan yang terlibat dalam komunikasi
pemeriksaan. Keterangan korban menjadi bagian inti dalam pembuktian perkara.
Ketika komunikasi berlangsung, apa yang disampaikan korban menjadi sumber
informasi, sebagaimana yang disampaikan informan J. Ketika di persidangan,
kunci utama pemeriksaan ada pada korban.

Komunikasi ini juga terjadi dalam bentuk interview atau introgasi yang dimulai
dari tanya jawab hakim dengan korban, kemudian secara bergiliran penasihat
hukum dan penuntut umum melakukan upaya tanya jawab kepada korban.

Berikut bentuk model komunikasi yang terbentuk:
Panitera

Majelis Hakim

Penasihat
Hukum <—

Saksi------ Terdakwa------ Petugas------ Pengunjung
Gambar 2: Model Komunikasi Penegak Hukum dengan Korban
Sumber: Hasil Penelitian, 2020
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c. Model komunikasi antara penegak hukum dengan saksi.

Model komunikasi penegak hukum dengan saksi terjadi dalam sidang
agenda pemeriksaan Saksi. Komunikasi ini terjadi dalam bentuk interview atau
introgasi yang dimulai dari tanya jawab hakim dengan saksi, kemudian secara
bergiliran penasihat hukum dan penuntut umum melakukan upaya tanya jawab
kepada Saksi. Dalam praktiknya, saksi dalam persidangan dihadirkan oleh kedua
belah pihak, yakni pihak penuntut umum dan pihak penasihat hukum, atau lazim
disebut saksi yang meringankan terdakwa (saksi dari pihak terdakwa) dan saksi
yang memberatkan terdakwa (saksi dari pihak korban)

Proses komunikasi berlangsung untuk menggali keterangan saksi berkaitan
dengan apa yang dilihat atau diketahui saksi terkait perkara terdakwa, atau dengan
keterangan saksi berkaitan dengan pengetahuan atau kepakaran saksi pada bidang
tertentu. Komunikasi saksi dengan penegak hukum melibatkan berbagai bentuk
pesan dalam bentuk proses tanya jawab. Tanya jawab dilakukan kepada dua
Klasifikasi saksi yang meringankan terdakwa dan saksi yang memberatkan
terdakwa. Sebagaimana diurai dalam model berikut:

Panitera

Majelis Hakim

Penasihat

Terdakwa----- Korban------ Petugas------ Pengunjung
Gambar 3: Model Komunikasi Penegak Hukum dengan Saksi
Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Di dasarkan pada model komunikasi yang terbentuk diatas, model-model
tersebut dilakukan dengan beragam tujuan, kepentingan, dan kompetensi
komunikasi yang berbeda. Komunikasi dalam ketiga model tersebut dalam
praktiknya dapat dilakukan atau berlangsung secara terpisah, dan juga dapat
berlangsung dalam agenda yang sama atau dilakukan dalam satu konteks yang
sama. Dalam pandangan komunikasi, model ini disebut komunikasi pemeriksaan
silang (cross-examanitaion communication).
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Model Komunikasi pemeriksaan silang dalam persidangan

Komunikasi pemeriksaan perkara, melibatkan penegak hukum dalam
proses persidangan. Dalam persidangan terdapat professional hukum sebagai
penegak hukum. Terdapat dua istilah yang sering muncul pada saat wawancara
ketika bicara mengenai persidangan, yakni mengenai penegakan hukum dan
penegak hukum. Dua hal ini dipandang berbeda. Penegakan hukum fokus kepada
proses dan tujuannya-tujuan yang dimaskud adalah hukum yang tegak atau adil-
atau keadilan yang diharapkan, sementara penegak hukum adalah orang yang akan
melakukan pencapaian tujuan itu atau aktor komunikasi atau pelaku komunikasi
yang memilik tujuan dan kepentingan masing-masing guna mencapai hukum yang
tegak.

Komunikasi pemeriksaan silang, berarti bentuk komunikasi yang dilakukan
dalam pemeriksaan perkara secara silang, artinya ketika agenda memeriksa
terdakwa dilakukan, saat yang sama saksi ataupun korban dihadirkan dalam agenda
yang sama. Singkatnya komunikasi yang dilakukan oleh penegak hukum dalam
agenda memeriksa keterangan ataupun bukti-bukti dilakukan dalam waktu yang
sama. Hal ini dilakukan, selain mempersingkat proses juga mengkonfirmasi dan
mengklarifikasi alat bukti atau keterangan yang dihasilkan dalam siang. Informan
H menjelaskan bahwa pemeriksaan silang dilakukan ketika menggali informasi
ataupun alat bukti pada masing-masing terdakwa, saksi ataupun korban ditemukan
perbedaan secara substantif, misalnya terdakwa menyangkal bahwa melakukan
tindak kejahatan, akan tetapi saksi menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan
tindak kejahatan tersebut. Pemeriksaan silang ini lebih mengarah pada
mengkonfrontasi keterangan dari satu sumber informasi dan di cek atau diverifikasi
dengan alat bukti atau keterangan yang lain pada satu agenda sidang pembuktian
perkara.

Aktivitas komunikasi pemeriksaan silang dalam agenda memeriksa korban,
terdakwa ataupun saksi berdasarkan pelaku peran dan tujuan memiliki kesamaan
dengan komunikasi pemeriksaan pada masing-masing model. Sehingga
berdasarkan observasi peneliti, model komunikasi yang terbentuk dalam proses
penegakan hukum dengan model komunikasi penegak hukum dengan terdakwa
serta saksi maupun korban sebagai berikut:
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Panitera
Penuntut Penasihat
Umum Hukum
A ¥ v A
Saksi N Terdakwa <
Pengujung Sidang:
Keluarga Terdakwa Keluarga Korban Petugas Keamanan

Polisi  Satpam Pengadilan  Petugas Kejaksaan

RUANG SIDANG
Gambar 4: Model Komunikasi Penegak Hukum dengan Terdakwa atau Saksi,
dan Korban
Sumber: Hasil Penelitian, 2020
Keterangan:
Merupakan wujud dari interaksi langsung
Merupakan wujud Interaksi tak langung

Model komunikasi pemeriksaan (Comunication Examination) dan
Komunikasi pemeriksaan silang (Cross-Communications Examination) diatas
merupakan bentuk komunikasi yang terjadi dalam agenda pemeriksaan perkara
pidana di pengadilan. Kedua model tersebut memiliki berbagai komponen
komunikasi merujuk pada etnografi komunikasi Dell Hymes dan identifikasi
komponen komunikasi pemeriksaan yang diuraikan dalam tabel berikut:
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Tabel 1. Komponen Komunikasi dalam Komunikasi Pemeriksaan

KOMPONEN
KOMUNIKASI

SETTING AND
SCENE

PARTISIPAN

ENDS

170

MODEL KOMUNIKASI
PEMERIKSAAN (Comunication

Examination)

Komunika
si Penegak

Hukum
dengan
Saksi

Ruang Sidang
Serius, Formal.

Komunika Komunikas
si Penegak i Penegak
hukum Hukum
dengan dengan
Terdakwa Korban
Penegak Penegak
Hukum Hukum
(Hakim, (Hakim,
Penasihat Penasihat
Hukum, Hukum,
Penuntut Penuntut
umum), umum),
Terdakwa, Korban
Panitera, Panitera,
Pengunjung Pengunjung
Penegak Penegak
hukum hukum
Memeriksa =~ Memeriksa
terdakwa, = Saksi-Saksi
menggali
informasi,  Saksi yang
keterangan =~ meringanka
dan alat n terdakwa,
bukti. dan saksi
yang
memberatka
n terdakwa.

Penegak
Hukum
(Hakim,
Penasihat
Hukum,
Penuntut
umum),
Saksi,
Panitera,
Pengunjung
Memeriksa
Korban

Memperole
h
keterangan
atas aapa
yang
dialami
korban

MODEL
KOMUNIKASI
PEMERIKSAA

N SILANG
(Cross-
Communication
s Examination)
Model
Komunikasi

Penegak

Hukum Dalam
Pembuktian
secara
bersamaan
Penegak hukum
dengan saksi,
terdakwa dan
korban.

Penegak Hukum
(Hakim,
Penasihat
Hukum,
Penuntut umum),
korban,
terdakwa, saksi,
Panitera,
Pengunjung

Memeriksa
saksi, korban,
dan terdakwa

Memeriksa
Perkara Hukum
Terdakwa,
Mengklarifikasi,
mengajukan
keberatan,
keadilan bagi
terdakwa dan
korban secara
Bersama. Lewat
konforntasi,
verifikasi, dan
menggali
informasi.
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ACT Pernyataan, Permohonan, Pertanyaan, permohonan, perintah,
tanya jawab, permintaan, penyangkalan,
KEY Nada Bicara Tinggi, Emosi, Tegas, nada marah, nada
kesedihan,
INTRUMENTALITI Komunikasi Lisan dan komunikasi Tulisan, komunikasi
ES verbal dan nonverbal.
NORM Kuhap, Ketentuan Persidangan, Norma Interaksi, Norma
Kejujuran, Norma Interaksi, Norma Kesopanan,
GENRE Tanya Jawab dan Jawab Menjawab, Interview, Interogasi

Sumber: Hasil Penelitian, 2020.

Tabel diatas, mengklasifikasi beda antara model komunikasi pemeriksaan
(examination communication) dengan model komunikasi pemeriksaan silang
(communication cross-examination communication) yang dilihat dari komponen
komunikasi. Berdasarkan setting komunikasi yang merupakan pengaturan ruang
dan fisik tempat terjadinya komunikasi. Berdasarkan definisi tersebut, maka setting
komunikasi pemeriksaan terjadi dalam ruang sidang pengadilan, sebagaimana
karakteristik komunikasi pemeriksaan. Sementera scene, yaitu suasana terjadinya
komunikasi dalam pemeriksaan. Suasana yang terjadi dalam ruangan tergambar
dilakukan secara serius, formal, dan ada batasan-batasan baik batasan lokasi
maupun batasan suasana. Diantaranya saat sidang berlangsung, tidak
diperkenankan terdakwa berpindah tempat duduk sebelum diperintahkan hakim
majelis, tidak hanya terdakwa melainkan partisipan persidangan yang lain.

Dalam ruang sidang, terdapat partisipan yang saling berkomunikasi, terdiri
dari pelaku sebagai pemberi dan penerima pesan yang membawa tujuan masing-
masing, baik secara kelompok maupun secara individu. Berdasarkan observasi,
partisipan dalam persidangan secara umum terdiri dari perwakilan pengadilan
(hakim, panitera, petugas keamanan), pihak perwakilan kejaksaan (penuntut
umum/jaksa, dan saksi dari penuntut umum) perwakilan kepolisian (petugas
kepolisian), terdakwa dan penasihat hukum serta saksi, korban, serta pengunjung
sidang. Dalam persidangan pemeriksaan perkara, partisipan menyesuaikan dengan
konteks pemeriksaan, dimana keterlibatan seluruh partisipan dibatasi oleh agenda
pemeriksaan, misalnya ketika agenda pemeriksaan terdakwa, maka yang terlibat
didalamnya adalah penegak hukum dengan terdakwa. Begitu juga pemeriksaan
saksi, maka yang terlibat adalah terdakwa dan saksi, baik saksi dari pihak penuntut
umum maupun saksi dari penasihat hukum

Setiap partisipan, berdasarkan konteksnya memiliki tujuan, sehingga tujuan
tersebut dicapai melalui komunikasi. Adapun secara umum tujuan komunikasi
dalam pemeriksaan dilakukan adalah demi keadilan bagi terdakwa ataupun korban,
yang secara spesifik memiliki tujuan masing-masing. Misalnya penasihat hukum
berupaya membuktikan terdakwa tidak bersalah atau memperoleh hukuman yang
ringan, saksi menyampaikan keterangan yang diketahui, baik saksi ahli maupun
saksi korban. Tujuan komunikasi dicapai melalui berbagai tindakan komunikasi,
dalam penyampaian informasi partisipan persidangan disampaikan melalui
beragam cara, ada yang dengan mengeluarkan pernyataan, ada yang mengeluarkan
permohonan, ada yang mengeluarkan perintah, ada yang mengungkapkan
permintaan. Gaya penyampaian ini mencerminkan, posisi dalam persidangan,
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dimana tindakan komunikasi paling banyak dimiliki oleh hakim majelis, sementara
paling sedikit dimiliki oleh saksi. Hakim dapat bertanya, memerintah, meminta,
hingga menyatakan, sementara saksi dan terdakwa hanya dapat menjawab dan
memberikan informasi. Tindakan komunikasi partisipan dalam persidangan
disampaikan dengan beragam situasi yang tercermin dalam gaya atau cara
penyampaian. Nada pesan yang disampaikan tercermin dari pernyataan,
pertanyaan, perintah atau permohonan yang disampaikan selama pemeriksaan
berlangsung. Tindakan yang sampaikan dalam pemeriksaan perkara oleh partisipan
persidangan dibatasi oleh berbagai aturan, baik aturan yang tertulis secara langsung
maupun tidak, beberapa aturan dinyatanya KUHP, dan berbagai norma, yaitu
norma kejujuran, kesopanan, hingga norma interaksi. Proses tersebut berlangsung
tanya jawab yang melahirkan konstruksi berdasarkan cerita atau keterangan yang
disampaikan oleh masing-masing partisipan persidangan.

Simpulan

Sidang agenda pembuktian perkara dalam persidangan di pengadilan
memunculkan dua model komunikasi pemeriksaan, pertama; yakni model
komunikasi pemeriksaan terdiri dari (1) model komunikasi penegak hukum dengan
terdakwa, (2) model komunikasi penegak hukum dengan korban, (3) model
komunikasi pemeriksaan penegak hukum dengan saksi, kedua, yakni model
komunikasi pemeriksaan silang. Penerapan kedua model ini dalam persidangan
didukung oleh komponen komunikasi, dan kemampuan komunikasi, hasilnya dari
komunikasi ini menjadi bahan pertimbangan masing-masing pihak dalam
menentukan hukuman bagi terdakwa.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan menemukan model komunikasi
pemeriksaan dan komunikasi pemeriksaan silang dalam upaya penegak hukum dan
didukung oleh berbagai faktor dan komponen komunikasi. Kemampuan
komunikasi menjadi penting dalam pemeriksaan perkara. Sehingga, penelitian lebih
lanjut diharapkan dapat mengukur kompetensi komunikasi dan efektivitas model
komunikasi pemeriksaan dalam pembuktian perkara. Selain itu, model ini bisa
dilanjutkan dengan pengujian efektivitas penerapan dalam persidangan, dan pijakan
untuk menemukan alternative model komunikasi lainnya.
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